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65ANTROPOLOGI INDONESIA 68, 2002Tinjauan BukuMeninjau Kembali Universalitas 

Nilai-Nilai DuniaEtika Terapan I : Sebuah Pendekatan MultikulturalEtika Terapan 

II : Sebuah Pendekatan MultikulturalPenyunting: Larry May, Shari 

Collins-Chobanian, dan Kai WongPenerjemah: Sinta Carolina, Dadang 

RusbiantoroYogyakarta : Tiara Wacana2001, 400 hlm (buku I) dan 413 hlm (buku 

II)Ditinjau oleh : Heddy Shri Ahimsa-Putra(Universitas Gadjah Mada)Dalam 

beberapa tahun terakhir, istilah multikulturalisme terasa semakin populer di 

Indone-sia. Diskusi dan seminar tentang multikulturalisme muncul di beberapa 

kota besar di Jawa diantara kalangan yang berbeda-beda. Walau demikian, hal itu 

ternyata tidak selalu dibarengidengan pemahaman yang jelas tentang apa 

multikulturalisme itu sendiri. Multikulturalisme ternyatamasih sering disamakan 

dengan pluralisme. Untunglah, kini telah terbit dua jilid buku berjudulEtika 

Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural. Meskipun fokus dua buku itu pada 

masalahetika, namun karena pendekatan yang digunakan adalah multikultural, maka 

uraian teoretis tentangkonsep multikultural lantas menjadi sebuah keharusan, dan 

buku ini telah menampilkannya denganbaik.Buku yang merupakan kumpulan tulisan 

berbagai ahli ini dibuka dengan sebuah tulisanfilosofis mengenai 

persoalan-persoalan di seputar etika, terutama perbenturan atau 

tarik-menarikantara etika sosial dan etika individual, sebagaimana tercermin 

dalam wacana tentang etika diBarat. Perdebatan mengenai hal ini bertambah hangat 

ketika dunia Barat mulai mengenal duniayang lain, dunia â€کthe Otherâ€™ (entah itu 

yang bernama Islam, Timur, negara ketiga, negaraberkembang, atau yang lain), dan 

menyadari bahwa Barat harus hidup berdampingan denganâ€کYang Lainâ€™ tersebut. 

Kenyataan ini akhirnya memaksa Barat untuk berusaha mengenal â€کYangLainâ€™ di luar 

dirinya. Bukankah mengenal yang lain juga bagian dari proses mengenal diri 

sendiri?Dalam diri â€کYang Lainâ€™ dunia Barat memang menemukan banyak hal yang 

berbeda, dan salahsatu perbedaan yang mendasar adalah pandangan tentang etika, 

tentang hubungan antarindividu,tentang hubungan antara individu dengan 

masyarakatnya, atau tentang etika individual dansosial. Pertanyaan mendasar yang 

kemudian muncul adalah etika siapa, tentang apa, yang dapat
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66ANTROPOLOGI INDONESIA 68, 2002dianggap â€کbenarâ€™? Bagaimana menentukan 

â€کkebenaranâ€™ jawaban atas pertanyaan ini? Kalaudalam dunia pemikiran Barat ada 

tiga aliran pemikiran tentang cara melakukan pertimbanganmoral, yakni 

Konsekuensialisme, Teori Deontologis, dan Teori Kebaikan, dapatkah 

Baratmenggunakannya pula untuk â€کYang Lainâ€™? Bukankah mereka memiliki 

pemikirannya sendiri tentangmanusia, masyarakat, dan moral yang mengatur 

hubungan antara keduanya? Mungkinkah nilai-nilai utama Barat yang ada dalam 

etika individual dan sosial, seperti otonomi, keadilan, tanggungjawab, dan 

perhatian, diberlakukan untuk â€کYang Lainâ€™? Ataukah nilai-nilai tersebut dapat 

dianggapsebagai sesuatu yang universal sejauh itu hanya menyangkut kerangka 

(frame) dan bukanisinya? Berbagai pertanyaan inilah yang rupanya mendasari 

pemikiran perlunya dibangun sebuahjagad pemikiran yang multikultural.Oleh karena 

itu, buku ini pun dimulai dengan sebuah artikel tentang nilai-nilai yang 

diperlukanbagi terciptanya sebuah masyarakat yang multikultural, yakni 

nilai-nilai antirasisme,multikulturalisme dan komunitas antarras, yang ditulis 

oleh Lawrence A. Blum. Artikel ini jugadimuat kembali dalam buku kedua, sehingga 

masing-masing buku dapat dibaca secara terpisah.Dalam artikel pembuka ini secara 

eksplisit Blum merumuskan multikulturalisme sebagai â€کsebuahpemahaman, 

penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah 

penghormatankeingintahuan tentang budaya etnis orang lainâ€™ dan ini juga mencakup 

upaya â€کmencoba melihatbagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai 

bagi anggota-anggotanya sendiriâ€™.Ini merupakan sebuah pernyataan yang tidak baru 

sama sekali bagi mereka yang berkecimpungdalam dunia antropologi. Pandangan 

tersebut jelas memberikan ruang yang luas untuk adanyaperbedaan pendapat, karena 

pada perbedaan pendapatlahâ€”sebagaimana dikutip oleh editordari John Stuart 

Millâ€”â€کâ€¦terletak kesempatan untuk memperlakukan semua sisi kebenaran 

secaramerata.â€™ Inilah semangat dasar yang terkandung dalam buku ini.Berbagai 

tulisan berikutnya, sejumlah 52 buah, dikelompokkan dalam beberapa bab. 

Bukupertama memiliki empat bab dengan judul-judul: Hak Asasi Manusia dan 

Keadilan; EtikaLingkungan; Kelaparan dan Kemiskinan; serta Perang dan Kekerasan. 

Buku kedua terdiri darilima bab dengan judul-judul: Peranan dan Moralitas 

Gender; Diskriminasi Rasial dan Etnis;Epidemi AIDS; Aborsi; serta Euthanasia dan 

Kelangsungan Hidup. Dalam buku pertama terdapat28 artikel, dan dalam buku kedua 

32 artikel.Bab mengenai hak asasi dan keadilan dibuka dengan pernyataan tentang 

hak asasi manusiayang dirumuskan oleh PBB. Saya kira, ini sebuah strategi 

membuka perbincangan yang tepat.Untuk merenungkan persoalan hak asasi manusia, 

mau tidak mau kita harus kembali padaperumusan manusia yang disepakati sebagai 

perumusan universal tentang masalah tersebut,dan PBB adalah representasi 

keuniversalan tersebut. Karena masalah hak asasi manusia sangaterat kaitannya 

dengan pandangan tentang posisi manusia dalam kehidupan di dunia dan 

denganagama, maka pada bab pertama buku satu ini ditampilkan pandangan-pandangan 

Islam,Konfusianisme, Budha, pandangan dari Afrika dan dunia Barat (filsafat Kant 

dan Utilitarianisme),serta pandangan perspektif wanita mengenai hak asasi 

manusia tersebut.Semangat mempertanyakan kembali pengertian dan relevansi 

hak-hak asasi manusiaâ€”yangselama ini dianggap sebagai universalâ€”terlihat 

misalnya dalam artikel mengenai hak asasi manusiadi Afrika, dan sesuai dengan 

perspektif Islam dan gender. Dilihat melalui kaca mata Afrika, hak-hak manusia 

yang ditekankan oleh Barat ternyata tidak begitu relevan. Sebagai contoh 

adalahkebebasan berbicara dan kebebasan pers. Dalam konteks masyarakat Afrika 

yang sebagian
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67ANTROPOLOGI INDONESIA 68, 2002besar adalah masyarakat pedesaan yang masih buta 

huruf dan sibuk dengan upaya untuk sekedardapat hidup, hak asasi semacam itu 

sungguh tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka, danterasa begitu asing.Di lain 

pihak, dilihat dari perspektif gender, hak-hak asasi manusia yang telah 

dicanangkanternyata juga belum berhasil mengurangi tingkat kekerasan terhadap 

kaum perempuan padaumumnya. Oleh karena itu, konsepsi tentang hak-hak asasi 

manusia dianggap masih kurangsensitif terhadap adanya perbedaan jenis kelamin. 

Definisi HAM yang dianut oleh Barat dianggapmasih terasa sempit dan ini telah 

menghalangi ditinjaunya kembali hak-hak perempuan dalammasyarakat. Hak-hak 

perempuan masih dianggap sepele atau sekunder dibanding permasalahantentang 

hidup dan mati. Persoalan pokok di sini adalah kesenjangan antara teori dan 

praktik.Inilah yang disebut sebagai paradoks HAM oleh An-Naâ€™im, yang mencoba 

melihat konsepsiHAM Barat dengan perspektif Islam.Jurang pemahaman tentang HAM 

antara dunia Barat dan Islam memang besar, namun itutidak berarti tidak mungkin 

dijembatani. Dalam hal ini, dunia Barat atau negara-negara majudisarankan untuk 

tidak mengharuskan rakyat lainâ€”termasuk kaum Muslimâ€”di dunia untukmenguji dan 

mengevaluasi lagi tradisi-tradisi budaya dan filosofis mereka, semata-mata 

demikepentingan penghargaan dan pemenuhan standar-standar internasional hak-hak 

asasi manusia.Pengecualian untuk hal itu ialah bila mereka (Barat) juga bersedia 

menguji dan mengevaluasikembali tradisi-tradisi budaya dan pandangan-pandangan 

hidup mereka, yang selama ini diyakinikebenarannya.Dalam bab duaâ€”mengenai etika 

lingkunganâ€”para penulis membahas hubungan antaramanusia dengan alam. Pandangan 

nonBarat yang ditampilkan di sini diambil dari kalangan orangIndian di Amerika 

Utara, dari Tao dan Châ€™i, serta dari perspektif gender. Secara umum orangIndian 

berpandangan bahwa semua unsur lingkungan pada dasarnya memiliki jiwa. 

Unsur-unsuritu mempunyai kesadaran, akal dan kemauan, seperti halnya manusia. 

Dengan demikian unsur-unsur tersebut juga memiliki kepribadian. Oleh karena itu, 

sangat masuk akal bilamana orangIndian kemudian selalu berusaha berada dalam 

hubungan kerjasama yang lebih produktif denganalam. Hal itu sangat berbeda 

dengan apa yang terdapat pada masyarakat Eropa Barat, tetapiternyata agak dekat 

dengan pandangan Tao dan Châ€™i.Yang relevan di sini adalah pandangan Taosebagai 

tzu jan, atau Tao sebagai kesatuan yang mendasari segala sesuatu seperti halnya 

sebuahsumber yang mendasari semua benda. Pandangan semacam itu telah mendorong 

manusia untukmembangun relasi yang lebih akrab dengan lingkungannya. Cara 

manusia memperlakukanlingkungan itu erat kaitannya dengan persoalan pemenuhan 

kebutuhan hidup, yang munculdalam rupa isu kelaparan dan kemiskinan.Berkenaan 

dengan masalah yang menjadi topik bab tiga, yakni tentang kelaparan 

dankemiskinan, ada pendapat yang mengatakan bahwa â€کberbagai situasi di Dunia 

Ketiga yangberkenaan dengan kelaparan dan kemiskinan dipengaruhi oleh 

tindakan-tindakanâ€™ mereka yangberada di dunia maju (Barat), baik itu pola 

konsumsi ataupun sumbangan-sumbangan monetermereka. Banyak ahli sependapat 

dengan Malthus bahwa penyebab kelaparan dan kemiskinanadalah jumlah penduduk 

yang melebihi daya dukung tanah. Oleh karena itu, sebagaimanadikatakan oleh 

Garrett Hardin, program-program bantuan makanan ke daerah-daerah pendudukyang 

kelaparan sebenarnya tidak akan banyak memberikan manfaat. Yang perlu dilakukan 

olehmereka yang hidup di dunia yang lebih maju adalah menahan diri agar tidak 

menimbulkan kerugian
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68ANTROPOLOGI INDONESIA 68, 2002lebih besar. Amartya Sen menolak pendapat ini. 

Menurut dia cara yang lebih efektif untukmengatasi kemiskinan adalah strategi 

kolaborasi tempat pendidikan tentang isu-isu kependudukanmerupakan intinya. Cara 

semacam ini akan memungkinkan pria dan wanita membuat keputusan-keputusan 

rasional yang mandiri. Bagi Sen pembangunan melalui pendidikan rupanya 

tetapmerupakan cara pemecahan yang tepat.Mereka yang mengikuti pandangan Malthus 

berpendapat bahwa peningkatan produksipangan akan dapat mengatasi masalah 

kelaparan dan kemiskinan. Dalam hal ini Revolusi Hijaudianggap telah memberikan 

sumbangan penting untuk mengatasi kelaparan, tetapi hal itudisangsikan oleh 

Curtin. Di mata Curtin, cara-cara damai dan tujuan-tujuan revolusi hijau 

yangdigembar-gemborkan perlu diragukan kebenarannya. Revolusi Hijau yang 

bernaung di bawahbendera pembangunanisme lebih bersifat perang daripada damai, 

dan merupakan sebuah bentukdominasi dunia yang maju.Jika sifat perang yang 

terkandung dalam Revolusi Hijau lebih bernuansa simbolik, makapada bab empat 

dibahas perang dalam arti yang sebenarnya, yakni perang yang 

melibatkankekerasan. Persoalan filosofis yang perlu dipecahkan di sini ialah 

benarkah perang secara moraldapat dibenarkan? Bagi mereka yang membenarkannya, 

perang dipandang perlu dilakukan asalmasih dalam batas-batas moral tertentu. Itu 

berarti perhatian tertuju pada persoalan tentang caraseharusnya perang 

dilakukan. Lawannya adalah pandangan kaum pasifis yang menolak perangsama 

sekali. Douglas Lackey berusaha dengan cermat meringkas masalah utama teori 

keadilandalam perang tradisional. Bagian pertama esainya menyoroti 

prinsip-prinsip yang membenarkanuntuk berperang. Dua pertimbangan yang dianggap 

paling penting di sini ialah apakah perangtersebut direncanakan untuk 

mempertahankan maksud yang adil, dan apakah perang tersebutdirencanakan untuk 

maksud yang baik. Bagian kedua membicarakan tentang prinsip-prinsipyang 

membolehkan dijalankannya praktik-praktik tertentu dalam peperangan.Pandangan 

mereka yang anti perangâ€”yang disebut pasifismeâ€”diwakili oleh MohandasK.Gandhi, 

tokoh dari India. Gandhi mencoba menanggapi kritik-kritik penting terhadap 

pasifismedengan mengemukakan pendapatnya tentang prinsip saling mencintai, yang 

secara umum memangdidasarkan pada semangat ajaran agama-agama besar di dunia 

Timur. Bagi Gandhi, penggunaankekerasanâ€”bahkan ketika kekerasan itu digunakan 

untuk membalas kekerasan yang menimpaseseorangâ€”merupakan sebuah pelanggaran 

prinsip. Dalam hal ini pasifisme tidaklah identikdengan ketidakaktivan, karena 

ketidakaktifan bisa pasif ataupun aktif. Gandhi menganjurkanketidakaktivan aktif 

yang dikenal sebagai nonkoperasi. Nonkoperasi itu bisa efektif sebagaisuatu 

perlawanan bila berlangsung pada skala yang besar, sebagaimana terbukti di 

India. Gandhijuga mengemukakan pandangannya yang sangat kontroversial bahwa 

secara moral Inggris tidakdapat dibenarkan untuk memerangi Hitler.Untuk 

pandangannya tentang nonkoperasi atau ketidakpatuhan sipil, Gandhi 

mendapatdukungan dari Martin Luther King, Jr., tokoh pejuang kulit hitam untuk 

persamaan hak-hak diAmerika Serikat. Dalam tulisannya King menggunakan referensi 

beberapa prinsip utama yangada dalam ajaran Yahudi-Kristen, yang lebih sesuai 

untuk konteks Amerika Serikat. Bagi King,antikekerasan pada dasarnya merupakan 

ungkapan cinta yang sejalan dengan doktrin Injil,â€کcintailah tetanggamu seperti 

kau mencintai dirimu sendiriâ€™, dan strategi semacam itu samapatriotiknya dengan 

strategi yang memilih penggunaan kekerasan.
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69ANTROPOLOGI INDONESIA 68, 2002Sebagai sebuah prinsip, pasifisme tentu patut 

direnungkan kembali ketika kekerasan kemudianmenimbulkan kerusakan dan 

malapetaka terhadap orang-orang yang tidak berdosa, yang tidakbersalah, dan 

tidak tahu-menahu tentang sebab-sebab kekerasan, serta tidak membela salah 

satupihak yang bertikai, sebagaimana terjadi pada terorisme. Haig Khatchadourian 

mengemukakandalam tulisannya bahwa terorisme tidak dapat dibiarkan, karena tidak 

sesuai dengan prinsipperang yang adil; bahwa kekerasan tidak boleh ditujukan 

kepada penduduk sipil yang tidakberdosa; dan perlunya diperhatikan prinsip 

perimbangan yang menetapkan bahwa kejahatanpenggunaan kekerasan harus seimbang 

dengan kejahatan yang ingin dikurangi lewat penggunaantersebut. Ini adalah 

prinsip yang tidak mudah diterapkan, karena secara empiris â€کperimbanganâ€™itu 

sangat sulit ditetapkan.Dengan mengambil perspektif gender, Sara Ruddick mencoba 

menunjukkan bahwapandangan kaum pasifis agak dekat dengan pandangan yang ada di 

kalangan kaum perempuanyang tidak menyukai kekerasan. Peran tradisional ibu 

sebagai pemelihara cinta dan pelindungorang yang tak berdosa ternyata telah 

memberikan inspirasi pada beberapa gerakan perlawananmassa terhadap situasi yang 

membahayakan masyarakat, seperti perang, terorisme negara,penghancuran 

lingkungan, dan sebagainya.Jika isu-isu yang dibahas dalam buku pertama 

merupakan isu-isu yang sudah lama hadirnamun tetap aktual, isu-isu yang dibahas 

dalam buku kedua lebih kontemporer sifatnya. Judul-judul bab dalam buku kedua 

ini jelas mencerminkan perhatian para penyunting terhadap masalah-masalah masa 

kini yang erat kaitannya dengan persoalan etika individual dan sosial. 

Penyuntingbuku di Indonesia tampaknya juga menyadari hal ini, sehingga pembagian 

menjadi dua bukudilakukan dengan mengikuti sifat kontemporer dari isu-isu yang 

dibicarakan dalam artikel-artikeldi setiap bab.Bab pertama dari buku kedua 

mengenai peran dan moralitas gender. Berbagai tulisan di sinipada dasarnya 

mengemukakan dua pandangan berbeda, masing-masing dengan dukungan datadan 

perangkat konseptual yang berbeda pula, mengenai hubungan antara laki-laki dan 

perempuanyang tidak seimbang dan tidak adil. Carol Gilligan misalnya, 

menunjukkan bahwa pembahasantentang moral dari sudut pandang laki-laki ternyata 

berbeda dari pembahasan menurut perempuan.Perbedaan semacam itu tentunya akan 

membawa implikasi luas terhadap pola-pola hubunganlaki dan perempuan, 

sebagaimana terlihat dalam tulisan Amy dan Jake. Penulis lain, MarilynFriedman, 

mencoba menampilkan peran-peran tradisional laki-laki yang kemudian 

menyebabkanterjadinya kejahatan terhadap kaum perempuan. Peran-peran tradisional 

semacam itu tampaknyatelah turut membentuk pandangan moralitas yang berbeda 

antara laki-laki dan perempuan. Walaudemikian, pembagian peran tradisional 

semacam itu ternyata tidak selamanya merugikan kaumperempuan.Sebagaimana 

ditunjukkan oleh Laila Abu-Lughod, di kalangan orang Bedouin Arab yangIslam, 

pemisahan tegas antara peran dan dunia laki-laki dengan dunia perempuan ternyata 

telahmemungkinkan kaum perempuan Bedouin mengembangkan perasaan otonom dan 

tanggung-jawab yang tidak dipengaruhi oleh kaum laki-laki. Akibat positif 

pemisahan yang tegas semacamitu juga ditemukan oleh Gilligan dalam studinya 

mengenai gadis-gadis Amerika yang pergi kesekolah atau universitas khusus untuk 

perempuan.Persoalan ketimpangan dalam relasi laki-laki dan perempuan juga tidak 

dapat lepas daripersoalan diskriminasi rasial dan etnis yang menjadi topik bab 

II dalam buku ini. Di sini masalah-
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70ANTROPOLOGI INDONESIA 68, 2002masalah hubungan antara kelompok mayoritas dan 

minoritas mencuat ke permukaan. Salah satutopik perdebatan di sini adalah 

affirmative action. Oleh sementara orang program ini dianggapbermanfaat karena 

bersifat fair dan konsisten, dan itu diperlukan untuk mengoreksi 

kesalahan-kesalahan di masa lalu. Di lain sisi, program tersebut juga dikritik 

karena menggunakan ciri-ciriyang secara moral tidak sama dengan yang ada dalam 

diskriminasi rasial yang tidak adil. Olehpara penentangnya affirmative action 

dianggap melestarikan kerusakan yang seharusnya dicegah.Perdebatan tentang 

affirmative action memang terasa jauh dari realitas di Indonesia. Persoalanyang 

lebih relevan adalah persoalan rasisme. Di sini artikel Kwame Anthony Apiah 

merupakanartikel penting. Apiah membedakan rasialisme dengan rasisme intrinsik 

dan rasisme ekstrinsik.Menurutnya, rasialisme adalah suatu keyakinan bahwa ada 

ciri-ciri intrinsik dan spesifik dariras-ras manusia, sedang rasisme ekstrinsik 

adalah keyakinan bahwa ras-ras yang berbedamemerlukan perlakuan yang secara 

moral berbeda, karena ciri-cirinya yang inheren. Lain halnyadengan rasisme 

intrinsik yang berpendapat bahwa setiap ras memiliki status moral yang 

berbeda,terlepas dari ciri-ciri ras. Di mata Apiah semua bentuk rasisme tersebut 

secara moral adalah salah.Perilaku diskriminatif bisa ditujukan tidak hanya pada 

mereka yang memiliki ciri fisik tertentusaja, tetapi lebih mudah lagi ditujukan 

pada mereka yang memiliki ciri-ciri yang dianggap akanmerugikan banyak orang, 

seperti misalnya, mereka yang mengidap penyakit. Inilah yang terjadipada mereka 

yang terkena AIDS. Etiskah misalnya mengisolasi penderita AIDS? Persoalan 

inimerupakan salah satu pokok pembahasan dari bab tiga. Lebih lanjut, persoalan 

tersebut jugamenyangkut soal kerahasiaan dan privacy. Pendapat pro dan kontra 

terhadap strategi pencegahanpenyebaran AIDS ini bermacam-macam, namun tidak 

semuanya selalu cocok dengan kondisisosial-budaya suatu masyarakat. Untuk 

masyarakat Afrika misalnya, yang memiliki tradisi moralberbeda dengan dunia 

Barat, masalah privasi dan kerahasiaan pasien bukan merupakan persoalanpenting. 

Meskipun demikian mereka juga perlu mendapat perhatian, karena mereka dapat 

menjadikorban eksploitasi ilmuwan Barat yang ingin melakukan tes obat-obatan dan 

vaksin.Dari persoalan pencegahan epidemi AIDS, buku kedua ini mengajak kita 

merenungkanpersoalan kedokteran yang lain, yakni aborsi. Isu ini telah menjadi 

salah satu isu yang palingkontroversial di Amerika Serikat pada 25 tahun 

terakhir. Ada empat posisi filosofis terhadapaborsi yang ditampilkan dalam buku 

ini, yakni posisi kaum konservatif yang menolak aborsi,posisi kaum liberal yang 

pro aborsi, posisi kaum moderat, dan pandangan-pandangan kulturaltentang aborsi 

yang berasal dari masyarakat-masyarakat di luar Amerika Serikat, seperti 

misalnyaJepang. Walaupun perdebatan yang ditampilkan dalam buku ini masih 

Amerikasentris, namunnegara lain dapat memperoleh pelajaran yang bermanfaat dari 

perdebatan yang terjadi.Masalah aborsi, yang bagi sebagian orang mirip dengan 

pembunuhan, sangat dekat denganpersoalan euthanasia, â€™kematian yang baik atau 

bahagiaâ€™, yang merupakan topik terakhir bukukedua ini. Persoalan ini memang 

rumit, karena membiarkan hal itu terjadi sama dengan membiarkanorang melakukan 

pembunuhan atau melakukan bunuh diri. Walau demikian, persoalan ini 

ternyatamenjadi berbeda ketika dilihat dari perspektif yang berbeda pula, 

seperti perspektif agamaBuddha, Afrika, dan gender. Persoalannya dapat menjadi 

lebih sederhana, dapat pula menjadilebih pelik.Bagi para ahli antropologi, 

perspektif multikultural yang digunakan dalam analisis terhadapbeberapa isu 

kemanusiaan di atasâ€”dengan inti penghargaan pada perbedaan pendapatâ€”samasekali 

bukan hal yang baru. Sejak awal telah diperkenalkan begitu banyak perbedaan 

dalam
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berarti bahwa kedua buku itu tidak penting bagi paraantropolog. Sebaliknya, buku 

itu justru sangat bermanfaat bagi mereka yang akan terlibat 

dalamkegiatan-kegiatan yang lebih terapan sifatnya. Buku ini dapat memberi 

landasan filosofis padaupaya-upaya pengembangan masyarakat yang seringkali 

merupakan medan persaingan antaradua atau lebih perangkat nilai yang berlawanan. 

Dalam medan semacam itu, buku ini akan dapatmenjadi benteng pertahanan mengatasi 

serangan-serangan dari ideologi yang dominan, yangcenderung mengabaikan, 

menolak, atau bahkan berupaya meniadakan pendapat-pendapat yangberbeda.Memang, 

tidak semua persoalan yang dibahas dalam setiap bab relevan dengan keadaan 

diIndonesia. Meskipun demikian kita dapat memandang persoalan-persoalan tersebut 

sebagaipersoalan yang akan kita hadapi di masa mendatang, sehingga dua buku ini 

tetap terasa relevandengan kehidupan kita di Indonesia saat ini.Sayangnya, dua 

buku yang sebagian isinya adalah isu-isu filosofis ini tidak menjadi lebihmudah 

dicerna setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di beberapa 

bagianterjemahannya malah mengaburkan maknanya. Bahasa Indonesia kedua buku itu 

masih sangatterasa sebagai bahasa terjemahan yang kurang luwes. Banyak kalimat 

yang masih berstrukturbahasa Inggris. Tidak jarang pula kita temukan di situ 

kalimat-kalimat yang rasanya belum selesai.Penyunting tampaknya masih kurang 

teliti. 
